
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 
NOMOR 47 TAHUN 2023 

TENTANG 

TRANSAKSI NON TUNAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk Masyarakat, 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah, Instruksi 
Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 
dan Tahun 2017, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 
910/1867/ SJ Tanggal 17 April 2017 tentang implementasi 
transaksi non tunai pada Pemerintah Derah, Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri No. 910/14005/ SJ tanggal 13 Desember 2019 
tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai dalam 
rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berwenang menetapkan 
kebijakan mengenai transaksi non tunai di daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Transaksi Non Tunai. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Darrah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
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pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

5. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Pembiayaan Daerah 
adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang dipimpinnya. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

11. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit 
kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

12. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari 
satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa 
alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang 
elektronik atau sejenisnya. 

Pasal 2 

(1) Transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja atas beban APBD 
dimaksudkan agar pembayaran yang dilakukan dapat: 
a. tepat jumlah, 
b. aman; 
c. transparan, dan 
d. akuntabel. 



(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 
pembayaran yang dilakukan tidak kurang tidak lebih. 
Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhindar 
dari resiko kehilangan. 
Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 
tidak ada yang ditutup-tutupi. 
Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu 
dapat dipertanggungjawabkan.. 

Pasal 3 

Tujuan dari transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja atas beban 
APBD merupakan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan 
mencegah terjadinya korupsi. 

BAB II 
MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN 

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 

Pasal 4 

(1) Setiap penerimaan Daerah oleh Bendahara Penerimaan dan 
Bendahara Penerimaan Pembantu yang berupa pajak Daerah, 
retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah wajib 
menggunakan Transaksi Non Tunai. 

(2) Pelaksanaan penerimaan Daerah dengan Transaski Non Tunai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap 
dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam 
pelaksanaan transaksi penerimaan. 

BAB III 
MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN DAN 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

Pasal 5 

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam 
hal melakukan pembayaran dilakukan dengan memindahbukuan 
ke pihak penerima senilai Surat Perintah Pemindahbukuan yang 
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan 
pembayaran secara tunai untuk keperluan belanja per transaksi 
dengan nilai paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

Pasal 6 

Pembayaran belanja per transaksi lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) dilakukan melalui transaksi non tunai ke rekening penerima. 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Ditetapkan di Barabai 
pada tanggal 41,t) Des ernber 2023 

• 

BUPATI HULU S TENGAH, 

AULIA KTAFIANDI 

Diundangkan di Barabai 
pada tanggal ars Des'm ber 2,03 

RIS DAERAH 
N HULU SUN Al TENGAH, 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023 
NOMOR 46 
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